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This research is motivated by the poor public services provided by the
government. To improve this, the government created a one-stop integrated
service, namely the Public Service Mall, one of which is located in Bekasi
Regency. The Bekasi Regency Public Service Mall is under the Bekasi
Regency One-Stop Integrated Investment and Licensing Service
(DPMPTSP). The theory used by the author is organizational effectiveness
by Duncan, which has three indicators: goal achievement, integration, and
adaptation. The data analysis technique used is the Miles and Huberman
model, which consists of data reduction, data presentation, and conclusion
drawing. Data collection was carried out through observation, interviews,
and documentation. The results of the study indicate that the effectiveness
of the Bekasi Regency MPP has not been achieved. First, in achieving the
goals of the Bekasi Regency MPP, the mission of the Bekasi Regency ‘s
DPMPTSP has not been met. Second, the integration indicator has met four
sub-indicators. Third, the adaptation indicator has not been achieved
because the competence of resources is not yet satisfactory for the
community, so that service users have to queue for a long time.
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh buruknya pelayanan publik yang
diberikan oleh pemerintah. Untuk memperbaiki hal tersebut, pemerintah
menciptakan pelayanan terpadu satu pintu, yaitu dalam bentuk Mal
Pelayanan Publik salah satunya yang terletak di Kabupaten Bekasi. Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi berada dibawah Dinas Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.
Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori efektivitas Duncan yang
memiliki tiga indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.
Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman
yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas MPP
Kabupaten Bekasi belum tercapai. Pertama, pada pencapaian tujuan MPP
Kabupaten Bekasi belum memenuhi misi DPMPTSP Kabupaten Bekasi.
Kedua, pada indikator integrasi sudah memenuhi empat subindikatornya.
Ketiga, indikator adaptasi masih belum tercapai karena kompetensi sumber
daya yang belum memuaskan bagi masyarakat, sehingga pengguna layanan
harus mengantri lama.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah kebutuhan yang dimiliki oleh seorang individu sebagai warga
negara. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif.

Jumlah dan kebutuhan warga negara terus meningkat setiap saat dan kualitas pelayanan
publik berkembang secara lambat. Pelayanan publik di Indonesia dianggap belum efektif,
karena tidak memenuhi kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan dalam mengakses pelayanan.
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Mengurus suatu perizinan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan biaya yang tidak
murah karena harus berurusan dengan birokrasi yang berbelit-belit. Hal tersebut dapat
menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti praktek menyuap petugas atau
menggunakan calo (Hadi, 2023). Maka dari itu, pemerintah harus mencari solusi untuk
permasalahan tersebut.

Pemerintah terus melakukan inovasi untuk menyelaraskan langkah dengan pertumbuhan
dan berkembangnya kebutuhan dan teknologi. Salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah
adalah membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mengakselerasi pelayanan publik. MPP
digunakan untuk mempermudah akses mudah bagi warga negara dalam mendapatkan
pelayanan. Untuk mempermudah pengoprasian MPP, pemerintah membuat Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Mal Pelayanan Publik adalah tempat dimana
pemerintah menjalankan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik dalam bentuk barang,
jasa, dan/atau pelayanan administrasi. MPP disebut sebagai perluasan fungsi pelayanan terpadu
baik pusat dan daerah, serta pelayananan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik
Daerah/swasta dalam rangka mempermudah pelayanan. Dalam upaya memberikan pelayanan
publik kepada warga negara, pemerintah Indonesia mulai membangun Mal Pelayanan Publik
pada tahun 2017 dan terus dilakukan hingga saat ini di berbagai daerah.

Hingga Juni 2024, Indonesia telah memiliki 206 Mal Pelayanan Publik (Kardika, 2024).
Mal Pelayanan Publik pertama di Indonesia berada di Kabupaten Banyuwangi. MPP
Banyuwangi diresmikan pada 6 Oktober 2017 dan hingga saat ini menyediakan 252 jenis
pelayanan terintegrasi dari sembilan unit pelayanan publik (banyuwanginet, 2023). Provinsi
Jawa Barat juga telah menyusul daerah lain dalam integrasi dan efektivitas pelayanan publik
dengan membangun Mal Pelayanan Publik. MPP pertama di Jawa Barat terletak di Kota Bogor
dengan nama MPP Graha Tiyasa Kota Bogor yang diresmikan pada tahun 2019 (Kementerian
PANRB, 2019).

Sejak 2019, daerah-daerah di Jawa Barat mulai mengikuti langkah pemerintah Kota
Bogor dalam membangun MPP. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Dari
27 daerah tersebut, Jawa Barat telah memiliki 18 MPP fisik yang mampu memenuhi kebutuhan
pelayanna publik untuk masyarakat (Ridwan, 2024). Hal tersebut menunjukkan upaya dan
kainginan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk memberikan pelayanan publik
yang terbaik untuk masyarakatnya. Salah satu dari 18 daerah yang telah memiliki MPP adalah
Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan Bekasi, (2017), luas total Kabupaten Bekasi sebesar 1.273,88 km?. Dengan
wilayah yang luas, masyarakat tentunya memerlukan akses pelayanan publik yang lebih
terjangkau secara geografis. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Bekasi meresmika Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi pada 17 November 2021 dan berlokasi di Pusat
Perbelanjaan Lotte Grosir Cikarang (Ludiana, 2021).

Dengan lokasi yang cukup strategis, pemerintah berharap masyarakat dapat dengan
mudah mengakses pelayanan tanpa harus datang ke dinas terkait yang kemungkinan terletak di
lokasi yang jauh dari tempat tinggal sehingga memakan waktu perjalanan yang panjang. Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi menyediakan 90 layanan yang disediakan oleh berbagai
instansi pemerintahan Kabupaten Bekasi. Ketersediaan berbagai layanan di MPP Kabupaten
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Bekasi diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pelayanan publik masyarakat. Akun Instagram
Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi mengunggah rekapitulasi pengunjung dan jumlah
pengguna layanan selama triwulan pertama 2025. Jumlah pengguna layanan di MPP
Kabupaten Bekasi mencapai angka 12.478 individu (MPP Kabupaten Bekasi, 2025). Dalam
praktiknya, pemerintah Kabupaten Bekasi selalu berusaha dalam efektivitas pelayanan publik.
Namun, pada tahun ini, Mal Pelayanan Publik telah mendapat kritik yang perlu segera
ditangani.

Pada bulan Januari 2025, terjadi antrean panjang di Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Bekasi yang terletak di Lotte Mart yang dapat dilihat dalam tangkapan layar diatas.
Penyebabnya adalah penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh pemerintah Kabupaten
Bekasi sehingga warga harus registrasi ulang. Antrean tersebut menjadi tidak terkontrol karena
hanya ada kuota sebanyak 50 orang per hari yang berbanding jauh dengan 189.906 pemegang
KIS yang dinonaktifkan (Wijayanto, 2025). Selain hal tersebut, MPP Kabupaten Bekasi
mendapat kritik mengenai sewa gedung yang menyentuh angka miliaran. Hal tersebut dianggap
tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan (Firmansyah, 2025).

Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan teori efektivitas organisasi dari Duncan
(1972) yang mencakup tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi untuk
menganalisis efektivitas MPP Kabupaten Bekasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang
lebih banyak menggunakan pendekatan deskriptif atau evaluasi program, penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis mendalam terhadap ketiga indikator
efektivitas. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor penghambat dan pendukung
efektivitas pelayanan di MPP Kabupaten Bekasi berdasarkan pengalaman langsung pengguna
layanan dan petugas pelayanan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi
teoretis dan praktis yang signifikan bagi pengembangan kebijakan pelayanan publik di
Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai
efektivitas pelayanan publik dan diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Bekasi
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, peneliti menentukan judul
penelitian ini yaitu “Efektivitas Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah
penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1) Banyaknya keluhan mengenai pelayanan di MPP
Kabupaten Bekasi, terutama mengenai kuota harian yang terhitung sedikit, yaitu hanya 50
orang perharinya. 2) Antrian panjang yang dapat mengganggu aktivitas harian pengguna
layanan maupun warga sekitar. 3) Pelayanan yang disediakan oleh Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Bekasi dinilai belum maksimal dan tidak sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimana pencapaian tujuan dalam
pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi? 2) Bagaimana integrasi dalam
pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi? 3) Bagaimana adaptasi dalam
pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi?

Berdasarkan penjelasan di bagian sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1) Untuk menganalisi pencapaian tujuan dalam pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Bekasi. 2) Untuk menganalisis integrasi dalam pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten

2712



Bekasi. 3) Untuk menganalisis adaptasi dalam pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Bekasi.

METODE PENELITIAN
Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Creswell, 2018),
penelitian kualitatif adalah penelitian akademik yang bergantung pada pandangan subjek
penelitian; menanyakan pertanyaan umum yang luas; mengumpulkan data yang sebagian besar
berupa kata-kata atau teks dari partisipan, yang kemudian dianalisis sesuai dengan tema; dan
melakukan penyelidikan secara subjektif dan bias. Penelitian kualitatif cenderung digunakan
untuk menyelesaikan masalah penelitian yang membutuhkan eksplorasi karena hanya ada
sedikit informasi yang tersedia dan perlu pemahaman rinci tentang fenomena utamanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut
(Sugiyono, 2020) penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistik, karena dilakukan
pada kondisi alamiah. Sugiyono menjelaskan lebih lanjut bahwa penelitian kualitatif melihat
suatu obyek sebagai hal dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala
yang diamati, serta utuh karena setiap aspek tidak dapat dipisahkan.
Sumber Data

Sumber data atau koleksi data adalah tahapan dalam penelitian yang menentukan apakah
peneliti akan dapat menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Data yang
dicari dan dikumpulkan tentunya harus sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini,
ada dua jenis sumber data yang akan digunakan, yaitu data primer dan sekunder.
Data primer
Menurut (Sarwono, 2006), data primer adalah data yang berasal dari sumber utama, dalam kata
lain adalah data mentahan. Data ini harus diproses untuk mendapatkan jawaban. Dalam
penelitian ini, yang menjadi data primer adalah informasi langsung tentang bagaimana
perkembangan implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi cabang
Jakarta.
Data sekunder
Menurut Sarwono (2006), data sekunder adalah data yang sudah tersedia, sehingga data bisa
dicari dan dikumpulkan yang berperan sebagai pendukung data primer. Akan tetapi, tidak
berarti data dikumpulkan secara sembarangan, namun harus yang sesuai dengan permasalahan
penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berasal dari berbagai artikel,
situs web, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa dalam penelitan kualitatif, pengumpulan data
dilakukan dalam kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih
banyak pada observasi berperanserta. Berikut adalah macam-macam teknik pengumpulan data
yang melingkupi observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Observasi
Observasi Partisipatif
Dalam observasi partisipatif, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari subjek yang diamati
dan digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi ini, peneliti akan mendapat
data yang lebih lengkap dan tajam.
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Observasi Terus-terang atau Tersamar

Peneliti menyatakan secara terus terang kepada sumber bahwa diirnya sedang meneliti. Namun,

ada saatnya peneliti tersamar untuk menghindari jika data yang dicari masih dirahasiakan.

Observasi tak berstruktur

Observasi ini dilakukan karena fokus penelitian belum jelas, sehingga tidak dipersiaokan

secara sistematis apa saja yang akan diobservasi. Karena hal tersebut, peneliti dapat melakukan

pengamatan bebas, mencatat hal menarik, menganalisis, dan menarik kesimpulan.

Wawancara

Dalam (Sugiyono, 2020), wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan dilakukan jika jumlah
respondennya hanya sedikit. Esterberg dalam (Sugiyono, 2020), menjelaskan tiga jenis
wawancara, yaitu sebagai berikut.

a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan jika peneliti sudah mengetahui
tentang informasi yang akan diperoleh. Peneliti harus sudah mempersiapkan pertanyaan-
pertanyaan dengan alternatif jawabannya serta alat bantu seperti perekam suara dan buku
catatan.

b. Wawancara semi-struktur, yaitu wawancara yang pelaksanaanya lebih bebas daripada
sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan permasalahan secara terbuka, dimana
subjek penelitian dapat dimintai pendapat.

c. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas, peneliti bisa melakukannya tanpa
pedoman wawancara untuk mengumpulkan data. Wawancara jenis ini dapat dilakukan
untuk mendapatkan informasi yang dalam tentang responden. Wawancara tidak terstruktur
dilakukan jika peneliti belum mengetahui secara pasti data yang diperoleh, sehingga, akan
mendengarkan apa yang diceritakan responden.

Dokumen

Sugiyono (2020) menjelaskan bawha dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau
karya-karya monumental. Hasil penelitian akan lebih kredibel apabila didukung dengan
berbagai dokumentasi. Dalam hal ini, penulis menggunakan kebijakan dan foto terkait dengan
kondisi di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi.

Teknik Penentuan Informan
Menurut Creswell (2014), informan penelitian adalah individu yang memiliki banyak

informasi mengenai hal yang sedang diteliti, sehingga dapat dimintai informasi tentang

penelitian tersebut. Sugiyono (2020) juga menjelaskan mengenai informan, yaitu narasumber
yang mengarah kepada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian, sehingga
mampu memberikan penjelasan.

Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang
sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling
menggunakan pertimbangan dan tujuan tertentu, sedangkan snowball sampling menggunakan
cara mengambil sampel sedikit tetapi lama-lama menjadi besar. Teknik penentuan informan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling. Teknik tersebut adalah
teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur
populasi untuk dijadikan ampel. Adapun informan dalam penelitian Efektivitas Pelayanan di
Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut.
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Tabel 1. Informan Penelitian

No. Informan Instansi Jumlah
1. Dinas Penanaman Modal dan DPMPTSP 1
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi
Lisda Masyarakat 1
Hidayatulloh Masyarakat 1
Wahyudi Masyarakat 1
Jumlah Informan 4

Sumber: Olahan Penulis, 2025

Teknik Analisis Data

Setalah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data
dalam penelitian kualitatif dilaksanakan pada jangka waktu pengumpulan data dan setelahnya
dalam periode tertentu. Data akan dianggap kredibel apabila peneliti sudah puas dengan hasil
wawancara Yyang telah dilakukan. Miles dan Huberman melalui (Sugiyono, 2020)
mengemukakan model analisis data yang terdiri dari data reduction, data display, dan
conclusion drawing/verification.

Reduksi Data (data reduction)

Reduksi data dilakukan dalam rangka merangkum, memilih hal-hal pokok, dan
memfokuskan hasil data yang sudah terkumpul sesuai dengan tema. Dengan begitu, data yang
telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti
dalam aktivitas pengumpulan data tambahan jika diperlukan.

Penyajian Data (data display)

Penyajian data dapat berbentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan
sejenisnya. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa yang paling sering digunakan adalah teks
naratif. Penyajian data mempermudah peneliti dalam proses memahami apa yang terjadi,
sehingga dapat merencanakan langkah selanjutnya.

Kesimpulan/Verifikasi (conclusion drawing/verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitataif adalah hal baru yang sebelumnya belum
ditemukan. Pada langkah ini, kesimpulan awal akan diuji dengan bukti-bukti yang sudah
didapat. Jika data mendukung kesimpulan awal, maka pernyataan tersebut tidak akan berubah
dan bersifat kredibel. Akan tetapi, jika bukti-bukti yang dimiliki tidak mendukung, maka
kesimpulan diawal tersebut akan berubah. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian
kualitatif bisa saja tidak menjawab rumusan masalah yang ditulis diawal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menguraikan dan menganalisis hasil penelitian
mengenai efektivitas pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi yang berada dibawah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi. Data yang
diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini berasal dari proses wawancara dengan berbagai
informan, observasi lapangan, dan ditunjang oleh dokumen serta sumber data yang relevan.

Peneliti akan mengolah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teori
efektivitas organisasi oleh Robert B. Duncan. Teori tersebut mencakup pencapaian tujuan,
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integrasi, dan adaptasi. Berikut adalah pembahasan dari hasil temuan yang telah dikompilasi
oleh penulis.
Pencapaian tujuan (goal achievement)

Duncan (1972) menuliskan bahwa indikator pertama dalam mengukur efektivitas
organisasi adalah pencapaian tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi, dalam penelitian ini
yaitu instansi pemerintahan. Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan bentuk dari pelayanan
atau perizinan terpadu dan bagian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP). Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bekasi memiliki misi, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pelayanan
publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan menciptkana iklim investasi yang
kondusif. Maka dari itu, penulis akan menganalisis pencapaian tujuan MPP Kabupaten Bekasi
dengan menggunakan misi dari DPMPTSP Kabupaten Bekasi yang sudah disebutkan.

Pada poin meningkatkan kualitas pelayanan publik, peneliti menemukan bahwa Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan
publik yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
yaitu terdiri dari kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan
kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan,
akuntabilitas, fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta
kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pembentukan dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi sudah
memenuhi asas kepentingan umum, kepastian hukum, dan kesamaan hak. Kepentingan umum
memiliki arti hal yang dapat digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk masyarakat umum,
sedangkan kepastian hukum berarti pelayanan publik yang diberikan telah mengikuti kepastian
hukum. Penyelenggaraan MPP Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Untuk memberikan pelayanan publik yang baik, maka harus memenuhi asas
keprofesionalan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, Mal Pelayanan Publik Kabupaten
Bekasi belum sepenuhnya memenuhi asas keprofesionalan yang menekankan pada sikap
professional pihak yang terlibat dalam pelayanan publik. Keluhan disampaikan oleh salah satu
informan, yaitu Hidayatulloh dalam wawancara dengan penulis pada 20 Juni 2025, pukul 09.52:
“Saya dapat antrian ke-36 dan sudah mengantri sejak pagi hari. Sekarang saja baru antrian ke-
26. Pegawai disini cukup lambat, karena saya sudah antri sejak jam 6 tapi belum juga dilayani.”

Keluhan yang serupa disampaikan oleh informan lain, yaitu Ibu Lisda dalam wawancara
dengan penulis pada 20 Juni 2025:

“Menurut saya, petugas disini kurang tanggap dan kurang cepat dalam melakukan
pekerjaannya, menyebabkan antrian yang sangat lama. Saya belum mendapatkan pelayanan
pembuatan BPJS Kesehatan padahal sudah mengantri sejak pagi hari.”

Keluhan diatas menunjukkan bahwa petugas pelayanan di Mal Pelayanan Publik belum
profesional dalam menjalankan pekerjaannya sehingga menyebabkan antrian yang sangat lama,
sehingga membuat pengguna layanan tidak nyaman dan memberikan kesan buruk terhadap
MPP Kabupaten Bekasi.

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi telah memenuhi asas keterbukaan dalam
pelayanan publik. Keterbukaan dalam hal ini bermakna penyampaian informasi yang
menyeluruh. Keterbukaan MPP Kabupaten Bekasi dibuktikan dalam wawancara yang telah
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dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyudi sebagai masyarakat
yang sedang menggunakan pelayanan, beliau mendapat informasi mengenai MPP Kabupaten
Bekasi beserta prosedur-prosedur yang harus dilakukan dari pihak kecamatan tempat
tinggalnya. Sedangkan, dua narasumber lain mendapatkan informasi dari tetangga secara lisan
dan melalui grup Whatsapp.

“Saya mengetahui tentang pembuatan KIS di Mal Pelayanan Publik ini dari pihak kecamatan
karena diarahkan kesini, tapi tetap harus membawa persyaratan-persyaratan seperti Surat
Keterangan Tidak Mampu, rekening saya, dan foto rumah untuk bukti.”

Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi telah mampu memenuhi asas
partisipatif. Partisipatif merupakan tindakan mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan
masyarakat. Pemenuhan asas tersebut ditunjukkan dalam aktivitas penyelenggara di media
sosial, terutama di Instagram. Pada unggahan-unggahannya, penyelenggara Mal Pelayanan
Publik Kabupaten Bekasi giat menjawab pertanyaan seputar pelayanan publik. Peneliti telah
menghimpun beberapa komentar yang terdapat pada unggahan MPP Kabupaten Bekasi.

cintarestiad5 12w M, arisdermawan_ 12w
Assalamu alaikum ,kk besok layana bpjs b % Min apakah bisa klaim jht lewat mpp? ©

kesehatan buka gak ya @mpp:kabbekasi
Reply See translation
Reply See translation
View 1previous reply
?§, 5 mpp.kabbekasi 12w . Author Sk mpp.kabbekasi 12w . Author -
o @) - .
. / Hallo kak, kakak bisa datang ke
5 i
@cintarestia45 Halo kak, untuk BPJS ketenagakerjaan yg ada MPP
pelayanan BPJS Kesehatan besok Kabupaten Bekasi ya kak
buka ya, terima kasih 'y“ Reply See translation
Reply See translation View 1more reply
andikaprathamaaaa
= mau ke dukcapil mpp kabupaten, apa " = nurichwanrizki 19w X
harus reservasi/booking min? ' Min di mpp bisa perpanjang sim gk ya? Q
Reply See translation Reply See translation
| R ™ mpp.kabbekasi 19w « Author
®andikaprathamaaaa Halo kak, Saat s Q

@nurichwanrizki Hello selamat pagi
kak untuk perpanjang SIM kakak
bisa datang ke GERAI PELAYANAN

ini pengambilan antrian dilakukan
secara offline ya kak. Silahkan
datang langsung ke Disdukcapil

yang ada di MPP Kab. Bekasi ya kak. PUBLIK AEON MALL DELTAMAS ya
Terima kasih& kak

Reply See translation Reply See translation

Hide Replies Hide Replies

Gambar 1. Komentar Mengenai Informasi Pelayanan
Sumber: Instagram MPP Kabupaten Bekasi, 2025.

Dari dokumentasi diatas, dapat dilihat bawa administrator media sosial MPP Kabupaten
Bekasi sangat giat dalam memberikan informasi, menjawab pertanyaan seputar pelayanan, dan
berupaya untuk memberi solusi untuk keluhan masyarakat. Penyelenggara MPP Kabupaten
Bekasi memiliki kemampuan sosialisasi yang baik dengan masyarakat, maka dari itu
kesempatan miskomunikasi akan rendah.
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UNTUK PENERIMA BANTUAN IURAN KARTU
INDONESIA SEHAT (PBI KIS) YANG

DI NON AKTIFKAN AGAR :

1 Melakukan pengecekan pada Aplikasi Mobile JKN
2. Bagi peserta BP.JS Kesehatan PBPU(pekerja bukan
penerima u pah ) APBD/Pemda silahkan,menghubungi

atau berkordinasi dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten Bekasi

3. Bagi penerima Bantuan luran (PBI) APBN Silahkan

DTKS dengan

layanan Dinas Sosial di MPP KABUPATEN BEKASI yang

beralamat di : LOTTE GROSIR CIKARANG

JLKp. Pilar, Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara,

Kabupaten Bekasi

4. Atau menghubungi (berkoordinasi) dengan pekerja

Sosial Masyarakat (PSM) yang menmiliki

akun SIKS-NG pada masing-masing Desa/Kelurahan
5. Diharapkan para pengguna layanan mengambil antrian

pukul 7.30 WIB dengan tertib

sesuai jam buka pelayanan Mal Pelayanan Publik

Kabupaten Bekasi

Gambar 2. Tanggapan MPP Kabupaten Bekasi Mengenai Penonaktifan Kartu Indonesia

Sehat
Sumber: Instagram MPP Kabupaten Bekasi, 2025.

Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi dapat memenuhi asas
akuntabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan unggahan Instagram MPP Kabupaten Bekasi
setelah mendapatkan masalah tidak terduga pada awal tahun 2025, yaitu penonaktifan massal
Kartu Indonesia Sehat yang kemudian menyebabkan kepanikan diantara masyarakat dan
mengakibatkan antrian yang panjang di MPP.

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi sudah memenuhi persamaan perlakuan atau tidak
diskriminatif terhadap golongan tertentu serta perlakukan khusus bagi kelompok rentan. MPP
Kabupaten Bekasi memiliki banyak fasilitas yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua
golongan masyarakat.

>

[ Mpp.bekasikab.go.id

Gambar 3. Ruang Difabel di MPP Kabupaten Bekasi
Sumber: Instagram MPP Kabupaten Bekasi, 2023.

Dari dokumentasi diatas, terlihat bahwa Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi telah
menyediakan ruang khusus untuk difabel. Hal tersebut menunjukkan kepedulian
penyelenggara MPP Kabupaten Bekasi terhadap semua golongan masyarakat dan kemampuan
penyelenggara untuk memperlakukan kelompok rentan secara khusus. MPP Kabupaten Bekasi
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telah mampu memfasilitasi mobilitas dan aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas,
sehingga mempermudah difabel untuk mengakses pelayanan publik.

> [

=

>
R BerAKHLAK

RUANG LAKTASI

Mpp.bekasikab.go.id

Gambar 4. Ruang Laktasi MPP Kabupaten Bekasi
Sumber: Instagram MPP Kabupaten Bekasi, 2023.

Penyelenggara MPP Kabupaten Bekasi bahkan menyediakan ruang laktasi untuk ibu
menyusui. Ruang laktasi dilengkapi dengan kursi dan meja serta merupakan ruangan tertutup.
Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara peduli terhadap privasi dan kebutuhan
masyarakat. Dengan adanya ruang laktasi, ibu menyusui yang sedang menggunakan pelayanan
ataupun hanya sebagai pendamping dapat melakukan aktivitas menyusui tanpa terganggu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, Mal pelayanan Publik Kabupaten Bekasi
belum sepenuhnya memenuhi asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam
menyelenggarakan pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan masih berbelit-belit, sesuai
dengan pernyataan salah satu narasumber, yaitu Bapak Wahyudi, yang sedang mengantri untuk
mendapat pelayanan untuk pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Saya masih harus pergi ke kantor desa terlebih dahulu, lalu ke kantor kecamatan, dan terakhir
ke MPP. Karena untuk mengurus KIS, saya perlu melengkapi persyaratan seperti SKTM,
rekening pribadi, dan foto rumah sebagai bukti.”

Sementara itu, informan lain menyampaikan pandangan berbeda mengenai tahapan yang
dilalui olehnya dalam mendapatkan pelayanan publik yang dibutuhkan. Seperti yang
diungkapkan oleh Hidayatulloh pada wawancara 20 Juni 2025:

“Cukup mudah, karena hanya harus membawa beberapa persyaratan. Yang sulit itu karena
persyaratan saya kurang lengkap, KTP saya bermasalah jadi harus mengurus terlebih dahulu”

Lebih lanjut, informan lain memiliki pandangan senada yang menekankan kemudahan
dalam prosedur yang dijalani untuk mendapatkan pelayanan di MPP Kabupaten Bekasi, seperti
yang diungkapkan Ibu Lisda dalam wawancara pada 20 Juni 2025:

“Menurut saya, termasuk mudah, karena persyaratannya sangat mudah. Karena saya mengurus
BPJS Kesehatan, jadi hanya membawa persyaratan-persyaratan saja.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa eksistensi penyelenggaraan Mal

Pelayanan Publik di Kabupaten Bekasi belum dapat mempersingkat birokrasi yang berbelit-
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belit. Namun, hal tersebut kembali lagi kepada pelayanan yang digunakan, karena setiap
pelayanan tentunya memiliki persyaratan dan prosedur yang berbeda satu sama lain.

Selain kecepatan dan kemudahan, keterjangkauan juga penting dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang baik. Karena masyarakat sangat beragam, maka pelayanan publik harus
dapat memberikan pelayanan yang terjangkau, seperti biaya yang tidak mahal dan jarak tempuh
yang tidak jauh. Berdasarkan keterangan dari informan Ibu Lisda dalam wawancara yang
dilakukan pada 20 Juni 2025:

“Saya kira biaya pelayanan disini termasuk terjangkau, gratis bahkan, karena hanya perlu
fotokopi beberapa dokumen untuk mengurus BPJS.”

Pendapat senada juga dikemukakan oleh informan lain, yaitu Bapak Wahyudi dalam
wawancara pada tanggal 20 Juni 2025:

“Jarak dari tempat tinggal saya dengan MPP Kabupaten Bekasi hanya menempuh perjalanan
kurang lebih 30 menit, karena saya tinggal di daerah Cibitung. Saya rasa pelayanan termasuk
murah dan tidak membebani.”

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, dapat terlihat bahwa masyarakat dapat dengan
mudah mendatangi dan menggunakan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi.
Hal tersebut ditandai dengan dekatnya letak MPP Kabupaten Bekasi dengan tempat tinggal
masyarakat, sehingga mereka tidak perlu melakukan perjalanan yang memakan waktu dan
tenaga. Instansi-instansi yang tergabung pada MPP Kabupaten Bekasi juga tidak memungut
biaya sepeserpun, sehingga membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Dari pemaparan mengenai meningkatkan pelayanan publik yang mengacu kepada asas-asas
pelayanan publik, penulis menemukan bahwa penyelenggara MPP Kabupaten Bekasi sudah
memenuhi sebagian besar asas-asas pelayanan publik, kecuali asas keprofesionalan. Hal
tersebut dikarenakan masyarakat masih mengeluhkan ketidakjelasasn mengenai antrian.
Pelayanan yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan nomor antrian, sehingga
menyebabkan kebingungan.

Poin kedua misi DPMPTSP Kabupaten Bekasi adalah meningkatkan pelayanan publik
berbasis teknologi informasi dan komunikasi. MPP Kabupaten Bekasi pernah memiliki aplikasi
sendiri yang memiliki fitur seperti informasi profil instansi pelayanan di MPP Kabupaten
Bekasi, informasi jenis layanan serta ketentuannya, informasi penting mengenai pelayanan
publik, dan booking antrian pelayanan secara online. Namun, saat ini aplikasi sudah tidak dapat
digunakan dan tidak tersedia. Dari informasi yang didapat dari Google Play Store, aplikasi
MPP Kabupaten Bekasi sudah tidak pernah diperbarui oleh Dinas Komunikasi Informatika
Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi sejak 22 Juli 2022.
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Informasi Publik

Gambar 5. Tampilan Aplikasi MPP Kabupaten Bekasi
Sumber: Google Play Store, 2022.
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3. Informasi dan pengumuman penting mengenai
pelayanan publik
4. Booking antrian pelayanan secara online
Compatibility for your active devices @
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Samsiina SM-M295FV (this deviee) ~

Gambar 6. Tampllan Terbaru dan kDeskr|p5| Aplikasi MPP Kabupaten Bekasi
Sumber: Google Play Store, 2022.

Dapat dilihat pada tangkapan layar diatas, aplikasi MPP sudah tidak pernah diperbarui dan
masyarakat tidak dapat mengakses aplikasi tersebut. Hal tersebut menunjukkan MPP
Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
sepenuhnya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Poin terakhir misi DPMPTSP Kabupaten Bekasi adalah menciptakan iklim investasi yang
kondusif. Berdasarkan data yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, realisasi investasi Kabupaten Bekasi mencapai angka
71,8 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Angka tersebut menyumbang 28,6% dari total
investasi di Jawa Barat dan melampaui target sebesar 64 triliun rupiah (2025).
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Tabel 2. Rincian Total Investasi di Kabupaten Bekasi

No. Jenis Investasi Total Investasi (Rp)
1.  Penanaman Modal Asing 50.620.000.000.000
2. Penanaman Modal Dalam Negeri 21.210.000.000.000
3. Jasalainnya 15.570.000.000.000
4. Industri Logam Mesin dan Elektronika 9.900.000.000.000
5 Industri I_(endaraan Bermotor dan  Alat 7.790.000.000.000
Transportasi
6.  Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi 6.000.000.000.000

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Bekasi, 2025.

Dapat dilihat pada tabel diatas, Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi jenis investasi
dengan jumlah yang paling tinggi. Meski begitu serapan tenaga kerja yang paling tinggi
dipengaruhi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan angka 35.137 pekerja,
sedangkan PMA hanya mampu menyerap 28.011 pekerja. Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi,
menyampaikan bahwa pencapaian masif diatas menunjukkan kepercayaan investor, karena
Kabupaten Bekasi dianggap kondusif dan menguntungkan. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga
telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
pada akhir 2024 lalu (Pemerintah Kabupaten Bekasi, 2025).

Kualitas pelayanan publik berhubungan dengan iklim investasi, maka dari itu pemerintah
membangun Mal Pelayanan Publik agar pengguna layanan dapat dengan mudah mengakses
berbagai jenis urusan dan perizinan (Kementerian PANRB, 2020). Hal tersebut disampaikan
oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB), Diah Natalisa dalam acara yang diselenggarakan oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal:

“Kebijakan Mal Pelayanan Publik adalah salah satu contih sumbangsih kebijakan Kementerian
PANRB dalam mendukung iklim investasi melalui penciptaan pelayanan publik yang prima”
(Diah Natalisa, 2020)

Jika analisis dengan teori efektivitas oleh Duncan (1972), pencapaian tujuan Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi belum tercapai sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan
MPP Kabupaten Bekasi belum dapat meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi
informasi dan komunikasi yang ditandai dengan kegagalan aplikasi MPP Kabupaten Bekasi.
Jika saja Diskominfosantik Kabupaten Bekasi mampu mengembangkan tersebut, maka MPP
Kabupaten Bekasi dapat memenuhi indikator pencapaian tujuan dan meningkatkan efektivitas
pelayanannya.

Selain aplikasi yang sudah tidak dapat digunakan, penulis menemukan bahwa
penyelenggara MPP Kabupaten Bekasi sudah memenuhi sebagian besar asas-asas pelayanan
publik, kecuali asas keprofesionalan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih mengeluhkan
ketidakjelasasn mengenai antrian. Pelayanan yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan
nomor antrian, sehingga menyebabkan kebingungan.

Integrasi (integration)

Duncan dalam Steers (1985) menjelaskan integrasi adalah hubungan antara kemampuan
pegawai dengan peran organisasi yang jelas. Integrasi terdiri dari ketersediaan sarana dan
prasarana kerja, pelaksanaan program yang telah ditetapkan, serta sistem pengawasan dan
pengendalian. Integrasi juga ada dalam bentuk sosialisasi internal dan eksternal. Dalam
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penelitian ini, maka sosialisasi harus terjadi antara berbagai instansi pemerintah dan antara
pemerintah dengan masyarakat.

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja milik setiap instansi yang tergabung dalam Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi sudah memadai dan mumpuni. Setiap instansi
ditempatkan memiliki loket dan perlengkapannya masing-masing. Seperti yang dapat dilihat
dari kompilasi dokumentasi dibawabh ini.
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Gambar 7. Loket Beberapa Instansi di MPP Kabupaten Bekasi
Sumber: Instagram MPP Kabupaten Bekasi, 2022.

Dapat dilihat pada kompilasi gambar diatas, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi
sudah memiliki sarana dan prasarana kerja untuk masing-masing instansi. Sarana yang dimiliki
instansi-instansi yang tergabung pada MPP Kabupaten Bekasi diantaranya adalah meja dan
kursi pelayanan, seperangkat komputer, serangkaian alat cetak, serta tempat penyimpanan
dokumen-dokumen penting. Kemudian, prasarana yang dimiliki tiap-tiap instansi adalah loket
pelayanan masing-masing. Sarana dan prasarana tersebut dapat menunjang kebutuhan
pelayanan, yaitu untuk memproses data dan mencetak dokumen.

Kemudian, integrasi juga mementingkan pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Mal
Pelayanan Publik adalah program pemerintah yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi merupakan
tanggung jawab DPMPTSP Kabupaten Bekasi. Mal Pelayanan Publik dibentuk dengan tujuan
pengintegrasian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan
daya saing serta memberika kemudahan berusaha. MPP menggunakan standar pelayanan
sebagai tolak ukur penyelenggaraan pelayanan. Maka dari itu, DPMPTSP Kabupaten Bekasi
sudah melaksanakan program yang telah ditetapkan, yaitu pengintegrasian pelayanan publik
melalui MPP Kabupaten Bekasi.

Poin terkahir adalah pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian
terhadap Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi tercermin pada hasil penilaian kepatuhan
penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik
Indonesia (2024). Pada tahun 2024, Kabupaten Bekasi mendapatkan nilai 87,88 dan berada di
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kategori B. Hal tersebut berarti Kabupaten Bekasi berada pada opini ‘kualitas tinggi’ oleh

Ombudsman Republik Indonesia. Penilaian tersebut berdasarkan dimensi-dimensi berikut.

1. Dimensi input, terdiri dari penilaian kompetensi pelaksana dan pemenuhan sarana
prasarana pelayanan

2. Dimensi proses, terdiri dari standar pelayanan

3. Dimensi output, terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi, Indeks Kepuasan
Masyarakat, dan Standar Pelayanan Minimal

4. Dimensi Pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan.

Kepatuhan 2024 Total %

Hijau 494 84,16%

Kuning 70 n,93%

Merah 23 3,92%

Total 587 |100,00%

Gambar 8 Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Sumber: Ombudsman Republik Indonesia, 2024.

Kabupaten Bekasi berada pada zona hijau bersama dengan 338 kabupaten lainnya dan
mendapat peringkat ke-225 di tingkat pemerintah kabupaten. Hal tersebut merupakan capaian
yang sangat baik jika melihat dimensi-dimensi yang digunakan untuk mengukur kepatuhan
penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman. Maka dari itu, Mal Pelayanan Publik
Kabupaten sudah memenuhi pengawasan dan pengendalian berdasarkan penilaian diatas.

Dalam aspek sosialisasi, penyelenggara Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi memiliki
akun media sosial untuk menjangkau masyarakat, salah satunya adalah Instagram. Disana,
masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan yang sedang tersedia atau tidak,
pengalihan layanan, jadwal pelayanan, persyaratan pelayanan, sosialisasi program, rekapitulasi
pengunjung hingga indeks kepuasan masyrakat.

mpp.kabbekasi Follow | | <2 «-°

308 posts 2,122 followers 334 following

MPP KAB BEKASI

Mal Pelayanan Publik (MPP)
Kabupaten Bekasi

A" SENIN - JUMAT (07:30 - 15:00 WIB)
<& tap.bio/@MPP.KabBekasi

BPJS PBI APBD Kartu Kuning MPP Situation

Gambar 9. Akun Instagram Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi
Sumber: Instagram MPP Kabupaten Bekasi, 2025.
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Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi sangat terbuka mengenai
informasi umum yang dibututhkan oleh pengguna layanan. Informasi yang dibagikan melalui
unggahan media sosial beragam, mulai dari jam buka pelayanan tertentu, kapan pelayanan
tersedia, menunjukkan sarana dan prasarana yang tersedia, hingga rekapitulasi pengguna
pelayanan publik.

@ oz [, s’ A® oz G, sl 4O ez @R s 4

n
(ECRMATIONLS INFORMATION 1! INFORMATION 1!
SEHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN TASPEN PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN
LIBUR NASIONAL DALAM MEMPERINGATI SELASA, 24 JUNI 2025 RABU, 18 JUNI 2025

TAHUN BARU ISLAM 1447 HIJRIAH

OFF SEMENTARA
MAL PELAYANAN PUBLIK KAB. BEKASI
JUM'AT, 27 JUNI 2025

TUTUP

DAN AKAN BEROPERASI KEMBALI PADA

W NNEZLS
BPJS
SENIN, 30 JUNI 2025 Ketenagakerjaan

DAN AKAN MELAYANI KEMBALI PADA
KAMIS, 19 JUNI 2025

Gambar 10. Unggahan Akun Instagram MPP Kabupaten Bekasi
Sumber: Instagram MPP Kabupaten Bekasi, 2025.

Tangkapan layar diatas adalah contoh informasi yang dibagikan oleh penyelenggara MPP
Kabupaten Bekasi. Media sosial merupakan hal yang lumrah di zaman penyebaran informasi
yang sangat cepat. Inisiatif penyelenggara MPP Kabupaten Bekasi dengan membuat akun
media sosial sebagai penyampaian informasi merupakan bagian dari sosialisasi dari pemerintah
ke masyarakat luas.

Jika dianalisis dengan teori efektivitas oleh Duncan (1972), penyelenggara MPP Kabupaten
Bekasi telah memenuhi empat indikator utama integrasi. Pertama, sarana dan prasarana kerja
yang dimiliki setiap instansi di MPP Kabupaten sudah lengkap dan membantu petugas dalam
memproses data dan mencetak dokumen. Kedua, pelaksanaan program yang telah ditentukan,
yaitu pengintegrasian pelayanan publik melalui MPP Kabupaten Bekasi sudah dijalani dengan
baik oleh DPMPTSP Kabupaten Bekasi.

Ketiga, pengawasan dan pengendalian MPP Kabupaten Bekasi tercermin dalam hasil
penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
Ombudsman Republik Indonesia dengan nilai yang baik. Terakhir, sosialisasi yang dilakukan
penyelenggara MPP Kabupaten Bekasi kepada masyarakat mengenai informasi pelayanan
sudah cukup baik, karena dilakukan melalui media sosial sehingga informasi cepat menyebar
dan mencapai berbagai kalangan masyarakat.

Adaptasi (adaptation)

Duncan menjelaskan bahwa suatu organisasi harus dapat bereaksi dan beradaptasi dengan
linkungannya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran tidak terhambat. Duncan dalam Steers
(1985) juga menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adaptasi, yaitu
kompetensi sumber daya manusia dan pembaharuan strategi program yang disesuaikan dengan
perkembangan zaman dan kebutuhan.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi adaptasi adalah kompentensi sumber daya.
DPMPTSP Kabupaten Bekasi memiliki pegawai-pegawai yang telah mumpuni secara
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pencapaian pendidikan. Dapat dilihat pada bagian struktur organisasi di bagian sebelumnya,
DPMPTSP Kabupaten Bekasi memilki sebanyak 50 pegawai.

Mayoritas pendidikan yang telah ditempuh oleh para pegawai DPMPTSP Kabupaten
Bekasi adalah sarjana dalam rumpun sosial humaniora. Hal tersebut menunjukkan bahwa
DPMPTSP Kabupaten Bekasi memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi dan
sesuai dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kompetensi sumber daya manusia adalah keterampilan pegawai dalam melaksanakan
tugasnya. Dalam wawancara dengan Ibu Lisda, selaku informan yang sedang dalam proses
membuat BPJS Kesehatan, beliau menekankan bahwa petugas yang berada di Mal Pelayanan
Publik Kabupaten Bekasi kurang tanggap dalam melakukan pekerjaannya, sehingga beliau
harus menunggu antrian yang sangat lama.

“Saya dapat nomor antrian 13 dan sudah mengantri sejak jam 8 pagi. MPP perlu menambah
kuota harian dan mengatur antrian, karena ada yang datang dan ambil nomor antrian terlebih,
tapi tidak langsung dilayani.”

Keluhan serupa diutarakan oleh narasumber lain, yaitu Bapak Wahyudi dalam wawancara
yang dilakukan pada 20 Juni 2025:

“Saya antri sejak jam 6 pagi dan mendapatkan antrian nomor 28. Kuota disini kalau hari Senin-
Kamis 50 orang dan Jumat berkurang menjadi 40 saja. Proses pembuatan KIS biasanya sampai
3 bulan, tapi saya harap lebih cepat prosesnya lebih cepat.”

Berdasarkan rangkaian wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi, peneliti
menemukan bahwa kompetensi sumber daya petugas Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi
belum terpenuhi secara maksimal. Kurangnya jumlah petugas dan loket, serta lambatnya
kinerja petugas dapat menurunkan efektivitas organisasi dan kepuasan pengguna layanan.

Selain informasi yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara
dengan informan, peneliti juga menghimpun beberapa ulasan dari pengguna layanan di Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi mengenai kompetensi sumber daya manusia yang dapat
dilihat pada ulasan Google Maps.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan ulasan yang diberikan di Google
Maps, petugas Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi belum dapat melakukan pekerjaannya
secara efektif. Lambatnya kinerja petugas yang berada di MPP Kabupaten Bekasi
menyebabkan antrian yang panjang yang dapat mengganggu aktivitas individu. Selain itu,
terbatasnya kuota harian menjadi keluhan utama pengguna layanan.

Mal Pelayanan Publik merupakan bagian dari program pemerintah untuk mengintegrasi
dan mempermudah pemberian layanan kepada masyarakat. Sejak peresmiannya pada tahun
2021, MPP Kabupaten Bekasi terus berusaha dalam mengintegrasikan pelayanan publik. Awal
mulanya, hanya ada dua instansi yang sudah terintegrasi dengan MPP Kabupaten Bekasi, yaitu
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencacatan
Sipil (Himawan, 2020). Sejak saat itu, banyak instansi pemerintah Kabupaten Bekasi yang
bergabung dengan MPP Kabupaten Bekasi.

MPP Kabupaten Bekasi pernah memiliki aplikasi tersendiri yang memiliki beberapa fitur,
seperti yang telah penulis jelaskan pada indikator pencapaian tujuan. Hal tersebut mendorong
MPP Kabupaten Bekasi untuk beradaptasi dengan situasi yang dialami, yaitu dengan
mengalihkan sistem booking antrian dengan langsung mendatangi MPP Kabupaten Bekasi.
Pusat informasi dasar mengenai instansi-instansi dan jenis pelayanan yang diberikan dialihkan
ke website Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi.

Jika dianalisis dengan teori efektivitas Duncan (1972), adaptasi memiliki faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi, yaitu kompetensi sumber daya manusia dan pembaharuan strategi
program yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Maka, adaptasi Mal
Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi belum maksimal, karena sumber daya manusia yang
tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. DPMPTSP Kabupaten Bekasi
memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, akan tetapi pada praktik di MPP Kabupaten
Bekasi tidak sesuai dengan ekspetasi masyarakat yang mengeluhkan lambatnya kinerja petugas
pelayanan. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan
pekerjaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektvitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik
Kabupaten Bekasi yang dianalisisi dengan teori efektivitas organisasi oleh Duncan (1972)
dengan tiga indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut.

Pada indikator pencapaian tujuan, MPP Kabupaten Bekasi belum dapat mencapai misi
DPMPTSP Kabupaten Bekasi, karena MPP Kabupaten Bekasi belum memenuhi asas
penyelenggaraan pelayanan publik vyaitu keprofesionalan, karena masyarakat masih
mengeluhkan ketidakjelasasn mengenai antrian. Selain itu, MPP Kabupaten Bekasi belum
dapat meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang
ditandai dengan kegagalan aplikasi MPP Kabupaten Bekasi.

Pada indikator integrasi, penyelenggara MPP Kabupaten Bekasi telah memenuhi empat
indikator utama integrasi. Pertama, sarana dan prasarana kerja yang dimiliki setiap instansi di
MPP sudah memadai dan mendukung pekerjaan utama petugas yaitu memproses data dan
mencetak dokumen. Kedua, pelaksanaan program yang telah ditentukan, yaitu pengintegrasian
pelayanan publik melalui MPP Kabupaten Bekasi sudah dijalani dengan baik olen DPMPTSP
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Kabupaten Bekasi. Ketiga, pengawasan dan pengendalian MPP Kabupaten Bekasi tercermin
dalam hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
Ombudsman Republik Indonesia dengan nilai yang baik. Terakhir, sosialisasi yang sudah
cukup baik, karena dilakukan melalui media sosial seperti Instagram sehingga informasi cepat
menyebar dan mencapai berbagai kalangan masyarakat.

Pada indikator adaptasi, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi belum maksimal,
karena sumber daya manusia yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
secara efektif. DPMPTSP Kabupaten Bekasi memiliki sumber daya manusia yang mumpuni,
akan tetapi pada praktik di MPP Kabupaten Bekasi tidak sesuai dengan ekspetasi masyarakat
yang mengeluhkan lambatnya kinerja petugas pelayanan.
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